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RINGKASAN

Sebelum adanya otonomi daerah, Kecamatan sebagai wilayah administratif dari
Kabupaten, dan bertindak sebagai promotor pembangunan dan mendominasi Desa. Setelah
adanya otonomi daerah, Kecamatan diposisikan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dan
bertindak sebagai fasilitator pembangunan di wilayah kerjanya, serta tidak 1agi-mendominasi
Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini betujuan untuk mengetahui
bagaimanakah kinerja Pemerintahan Kecamatan di era Otonomi Daerah di Kecamatan
Manyak payed Kabupaten AcehTamiang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu membuat deskripsi atau
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar
fenomena yang berhubungan dengan kinerja Pemerintahan Kecamatan Manyak Payed di era
Otonomi Daerah.

Sasaran penelitiann ini adalah Camat, Sekretaris Camat, Kabag, Kasi, Staf, Kepala
Desa, BPD, masyarakat di wilayah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.
Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan khusus untuk masyarakat
menggunakan aksidental atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan cocok
sebagai informan.

Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk
menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi yaitu memeriksa keabsahan data dengan
cara membandingkan atau mencocokkan antar data yang didapat di lapangan. Kemudian
untuk metode analisa data menggunakan metode analisis kualitatif model mengalir.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan
Kecamatan setelah adanya otonomi daerah adalah sebagai berikvt: perrama adanya
kewenangan pengurusan perijinan yang sebelumnya ditangani Kabupaten; kedua, dalam
membiayai anggaran rutin dan pembangunan Kecamatan Manyak Payed masih juga
menggantungkan dari APBD; ketiga, kesiapan SDM Kecamatan Bulu masih perlu terus
diupayakan seiring kemajuan jaman, sehingga pegawai mampu memanfaatkan teknologi
komputer untuk mendukung pelayanan; keempat, adanya peningkatan peran Pemerintah
Kecamatan Bulu, dari wilayah administratif kini telah berubah menjadi Perangkat Dacrah
yang memiliki wilayah kerja dan bertindak sebagai fasilitator pembangunan di daerahnya;
kelima, program pembangunan yang direncanakan oleh Kecamatan Manyak Payed lebih
berbobot dan sesuai kebutuhan masyarakat karena dibuat atas beberapa pertimbangan, saran
dan masukan dari Dinas, Instansi, Kepala Desa dan BPD (botton-up planning); keenam,
adanya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan terutama yang
menyangkut birokrasi pengurusan perijinan yang dilimpahkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang
kepada Kecamatan Manyak Payed: keiwjuh, adanya prinsip transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, karena dalam memecahkan masalah dan pembuatan
kebijakan, Kecamatan berusaha melibatkan Kepala Desa, BPD, Dinas/Instansi.

Kata kunci : Kinerja, Otonomi Daerah, Pemerintahan Kecamatan
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 18B Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 Menetapkan negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa yang diatur undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh atau lazim disebut Undang- Undang otonomi Daerah (OTDA).
Sebagaimana diketahui bahwa proses penyusunan Undang- Undang Pemerintahan
Aceh telah berlangsung 1 (satu) Tahun kurang 14 (empat belas) hari terhitung sejak
ditanda tangani UUPA dengan penandatanganan Mou Nota Kesepahaman antara RI
dan GAM di Helsinki Filandia tanggal 15 Agustus 2005.

Pada saat ini reformasi dan globalisasi telah membawa cakrawala baru dalam
system politik dan pemerintah yang selama ini cenderung statis. Karena itu perubahan
yang terjadi saat ini dipandang sebagai suatu langkah strategis untuk mewujudkan
Indonesia baru dengan dasar efesiensi, efektifitas dan demokratisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam upaya merespon pembangunan yang
terjadi, pemerintahan dituntut untuk melakukan pembenahan yang konsisten pada

dirinya, terutama kesungguhan untuk menjadi pemerintah yang bersih dan berwibawa
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yang pada gilirannya diharapkan mampu mengembalikan kredibilitasnya dimata
masyarakat.

Berbagai kenyataan dalam pembangunan nasional selama beberapa decade
terakhir ini menunjukan telah terjadinya penyimpangan yang dilakukan aparatur
birolarasi. Salah satu dampaknya antara lain kualitas pelayanan masyarakat belum
dapat diwujudkan secara optimal. Aparatur birokrasi pemerintah baik di kabupaten,
kecamatan maupun Kampung menunjukan kecenderungan kurang mengutamakan
pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.

Pelayanan sebagai salah satu fungsi utama pemerintahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan akhir-akhir ini sering dibicarakan oleh masyarakat.
Masyarakat yang kritis akan mengdiskreditkan pemerintah sebagai aparatur yang
tidak mampu dalam menangani masalah, apabila masyarakat menemukan
kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat menginginkan
pelayanan yang prima, untuk itu membutubkan pelayanan yang melebihi dari
pelayanan pada waktu yang lalu.

Penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat, menurut aparatur
pemerintah termasuk aparat kecamatan untuk memilih profesionalisme kerja yang
baik sehingga akan tercapai kinerja yang baik pula, dari kinerja kecamatan yang baik
maka diharapkan dapat memberikan pelayanan masyarakat yang baik pula.

Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan
pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan

kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan maka Bupati Aceh Tamiang
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